PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1967
TENTANG
PEMBENTUKAN PROPINSI BENGKULU

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa berhubung dengan perkembangan ketatanegaraan dan
perkembangan pemerintahan di Propinsi Sumatera Selatan, untuk lebih
mengintensifkan dan melancarkan jalannya pemerintahan, Undang-
undang No. 25 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 70)
yoncto Undang-undang No. 14 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun
1964 No. 95), perlu ditinjau kembali,

b. bahwa sebagian wilayah Propinsi Sumatera Selatan yang melipuiti
wilayah Kabupaten-kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan dan
Rejang Lebong serta Kotamadya Bengkulu, perlu dipisahkan dan
selanjutnya dibentuk menjadi satu daerah propins baru, yaitu Propins
Bengkulu yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya

sendiri.
Mengingat : 1. Pasal-pasal 5 ayat (1), 18 dan 20 ayat (1) Undang-undang Dasar;

2. ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik
IndonesiaNo. XXI/MPRS/1966;

3. Ketetapan M.P.R.S. Republik Indonesia No. XXXI1I/MPRY 1967;

4. Undang-undang No. 25 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No.
70) yuncto Undang-undang No. 14 tahun 1964 (Lembaran-Negara
tahun 1964 No. 95);

5. Undang-undang No. 18 tahun 1965 (L embaran-Negara tahun 1965 No.
83).

Dengan...
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Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Memutuskan :

Dengan mengubah Undang-undang No. 25 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959
No. 70) yuncto Undang-undang No. 14 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No.

95).

Menetapkan :

Undang-undang tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Membentuk Propinsi Bengkulu yang wilayahnya melipuiti

(2)

Kabupaten-kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan dan
Rejang Lebong serta Kotamadya Bengkulu, yang dipisahkan dari
Propins Sumatera Selatan dimaksud dalam Undang-undang No. 25
tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 70) yuncto Undang-
undang No. 14 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 95).

Propins Sumatera Selatan dimaksud dalam Undang-undang No. 25
tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 70) yuncto Undang-
undang No. 14 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 95) diubah
menjadi Propinsi Sumatera Selatan baru, setelah wilayahnya
dipisahkan seperti dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2...
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Pasal 2

Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu berkedudukan di Bengkulu.

Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Selatan berkedudukan di
Palembang.

Pasal 3

Dengan memperhatikan ketentuan pada Undang-undang No. 18 tahun
1965 pasal 22 ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong

Royong Propins Bengkulu dan Propins Sumatera Selatan masing-

masing terdiri dari 40 orang anggota.

Pasal 4

Bagi masing-masing Propinsi dimaksud pada pasal 1 berlaku ketentuan-

ketentuan pada Undang-undang No. 25 tahun 1959 (Lembaran-Negara
tahun 1959 No. 70) yuncto Undang-undang No. 14 tahun 1964 -

(Lembaran-Negara tahun 1964 No. 95), sepanjang ketentuan-ketentuan

itu tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

BAB Il
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

K etentuan-ketentuan berdasarkan peraturan Negara atau Daerah yang

berlaku bagi Propins Sumatera Selatan lama, mutatis-mutandis berlaku

bagi Propinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan pasal 1, sampai saat
ketentuan itu diubah, diganti atau dicabut.

Pasal 6...
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Pasal 6

Kepala Daerah Propinsi Sumatera Selatan lama pada saat Undang-

undang ini berlaku tetap menjabat sebagai Kepala Daerah Propins
Sumatera Selatan.

D)

(2)

3)

Pasal 7

Pada saat Undang-undang ini berlaku anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Gotong Royong Propinsi Sumatera Selatan lama
tetap berkedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Gotong Royong Propinsi Sumatera Selatan, kecuali mereka
yang bertempat tinggal pokok di dalam wilayah Propinsi Bengkulu,
berhenti sebagai anggota.

L owongan keanggotaan yang terjadi berdasarkan ketentuan ayat (1),

diis menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong
dimaksud pada ayat (1) yang bertempat tinggal pokok Di dalam
wilayah Propinsi Bengkulu, oleh Menteri Dalam Negeri dapat
diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Royong Propinsi Bengkulu.

Pasal 8

Pada saat Undang-undang ini berlaku bagi Propinsi Bengkulu, oleh

Presiden ditunjuk penguasa yang dimaksud pada pasal 18 ayat (2)
Undang-undang No. 18 tahun 1965 (Lembaran-Negara tahun 1965 No.

83).

Pasal 9...
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Pasal 9

Pada saat Undang-undang ini berlaku, anggota Badan. Pemerintah
Harian Propins Sumatera Selatan lama tetap menjadi anggota
Badan Pemerintah Harian Propinss Sumatera Selatan, kecuali
mereka yang pengangkatannya pada kedudukannya itu semata-mata
didasarkan atas kepentingan wilayah yang kini telah menjadi
Propinsi Bengkulu, diberhentikan sebagai anggota atas usul Kepala
Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Lowongan keanggotaan yang terjadi berdasarkan ketentuan pada
ayat (1) diist menurut peraturan perundangan yang berlaku

Anggota Badan Pemerintah Harian Propins Sumatera Selatan lama
yang diberhentikan seperti dimaksud pada ayat (1) oleh Menteri
Dalam Negeri dapat diangkat menjadi anggota Badan Pemerintah

Harian Propinsi Bengkulu.

Pasal 10

Dengan memperhatikan kepentingan masing-masing Daerah secara
timbal-balik,
menyerahkan kepada K epala Daerah Propinsi Bengkulu:

Kepala Daerah Propins Sumatera Selatan

a  pegawa-...



